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MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

               (QS. Ar Ra’d 13:11)  

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 

kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 

kemajuan selangkah pun. 

               (Ir. Soekarno)  

You’ll never walk alone (kamu tidak akan pernah berjalan sendirian). 

(Liverpool Football Club) 

Kebahagiaan bukanlah di saat kita memiliki kesempurnaan, namun ketika kita dapat 

menerima ketidaksempurnaan dengan tulus dan ikhlas. 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

          Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan DPPKAD 

Kabupaten Blora tahun 2007-2011 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi 

Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Blora. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus:  Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian  

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten 

Blora dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat 

kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata 

besarnya rasio ini sebesar 7,17%  (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja 

keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% 

yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien 

karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61%  (5) Rasio 

Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 

84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat 

dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi 

Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi 

kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga 

pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan 

terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga 

pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan 

kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. 

Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, 

misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu 

kesehatan dan keamanan. 

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial 

dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan 

perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat 

akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, 

demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh 

pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan 

penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka 

pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 

2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan 

daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih 

besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari 

pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak 

berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak 

perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap 

diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.  

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang 

mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, 

artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri 

yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, 

dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, 

agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun 

pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah 

diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah 

masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah 

pusat. 
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Beberapa  permasalahan  keuangan  daerah  yang dihadapi  

Kabupaten  Blora  antara lain: (1)  ketergantungan  pemerintah  daerah 

kepada subsidi dari pemerintah pusat  yang tercermin  dalam  besarnya  

bantuan pemerintah  pusat  baik  dari  sudut anggaran  rutin,  yaitu  subsidi  

daerah  otonom maupun  dari  sudut  anggaran  pemerintah  daerah,  (2)  

rendahnya  kemampuan daerah  untuk  menggali  potensi  sumber-sumber  

pendapatan  asli  daerah  yang tercermin  dari  penerimaan  Pendapatan  

Asli  Daerah  (PAD)  yang  relatif  kecil dibanding  total  penerimaan  

daerah,  (3)  kurangnya  usaha  dan  kemampuan penerimaan  daerah  

dalam  pengelolaan  dan  menggali  sumber-sumber pendapatan  yang  ada. 

(4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. 

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat 

dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja 

dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur 

untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada 

periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan 

terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Blora, karena 

itu Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pihak yang diserahi tugas 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya 

untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Blora berhasil menjalankan 

tugasnya dengan baik atau tidak.  Adanya penyelewengan-penyelewengan 

dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan 
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pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat 

geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Blora, 

untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya 

pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan 

yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan 

menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada 

Pemerintah Kabupaten Blora, sehingga masyarakat atau penduduk juga 

dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Blora apakah dapat berjalan 

dengan baik atau tidak. 

Analisis  kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten  Blora adalah  suatu  

proses  penilaian  mengenai tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  

pekerjaan/kegiatan  DPPKAD Kabupaten Blora dalam bidang keuangan 

untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora) 

tahun 2007-2011.” 

B. Identifikasi Masalah 

Ada  masalah  politis  saat berbicara mengenai prioritas alokasi dan 

masalah ekonomi ketika bicara sumber pendanaannya. Menganalisa  

keuangan  di Indonesia  mengungkapkan  beberapa permasalahan di bidang  

keuangan  daerah  yang  dihadapi  beberapa pemerintah  daerah selama ini,  
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khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Blora  yaitu:  

a. Ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  subsidi  pemerintah  pusat 

yang  tercermin  dari  besarnya  bantuan  pusat baik  dari  sudut  

anggaran rutin  yaitu  melalui  subsidi  daerah  otonom  maupun  dari  

sudut  anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.   

b. Rendahnya  kemampuan  daerah  untuk  menggali  sumber  asli  daerah 

yang  tercermin  dari  peneriman  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  

yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.  

c. Kurangnya  usaha  dan  kemampuan  pemerintah  daerah  mengelola    

dan menggali  sumber pendapatan  yang ada.  

d. Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. 

Hasil  analisis  rasio  keuangan  dalam  penelitian  ini  selanjutnya 

digunakan  untuk  tolok  ukur  dalam  :  menilai  kemandirian  keuangan  

daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja 

keuangan jika  dilihat  dari  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal,  melihat 

kinerja  keuangan  jika  dilihat  dari  Rasio  Efektivitas PAD, melihat 

kinerja  keuangan  jika  dilihat  dari  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah 

dan melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap 

PAD. Dengan  digunakannya  analisis  keuangan  tersebut  maka  akan 

memberikan  suatu  hasil  perbandingan  kinerja  keuangan  dari  tahun-

tahun sebelumnya, di mana  nantinya akan mengambarkan kondisi Kinerja 

Keuangan pada DPPKAD  Kabupaten  Blora. 
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat  begitu  banyak  permasalahan  yang  timbul,  maka  

diperlukan pembatasan  masalah  untuk  menghindari  berbagai  kesalahan  

persepsi  yang terkaitan  dengan  penelitian. Oleh  karena  itu  penelitian  

ini  dibatasi  pada “Analisis  kinerja  keuangan  yang  dilihat  dari  aspek  

Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 

Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio 

Keserasian di Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  

Daerah Kabupaten  Blora (DPPKAD)  pada tahun 2007 sampai dengan 

2011”.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat 

dari Rasio Derajat Desentralisasi ?   

2. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat 

dari Rasio Kemandirian ? 

3. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat 

dari Rasio Efektivitas PAD ? 

4. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat 

dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ? 

5. Bagaimana kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat 

dari Rasio Keserasian ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  penulis  dari  penelitian  yang  dilakukan  ini 

adalah untuk mengetahui :  

1.  Kinerja  keuangan  DPPKAD  Kabupaten  Blora  jika  dilihat  dari  

Rasio Derajat Desentralisasi.  

2.  Kinerja  keuangan  DPPKAD  Kabupaten  Blora  jika  dilihat  dari  

Rasio Kemandirian 

3.  Kinerja  keuangan  DPPKAD  Kabupaten  Blora  jika  dilihat  dari  

Rasio Efektivitas PAD.  

4.  Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah. 

5.  Kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Keserasian.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam  menganalisis kinerja  keuangan pada DPPKAD 

Kabupaten  Blora  dengan  menerapkan Rasio  Derajat Desentralisasi 

Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat  Teoritis  

Secara  teoritik  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui 

kinerja  Keuangan  DPPKAD  Kabupaten  Blora  ditinjau  dari  teori 
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Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 

serta Rasio Keserasian untuk  Menganalisis  Kinerja Keuangan 

DPPKAD Kabupaten Blora.   

  2.  Manfaat  Praktis  

a) Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat  memberikan  referensi  atau 

sumbangan pemikiran Pemerintah  Daerah didalam menganalisis 

Kinerja  Keuangan  guna  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas 

dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  pada 

perkembangan zaman yang semakin kompetitif. 

b) Bagi  peneliti,   penelitian  ini  merupakan  media  untuk  belajar 

memecahkan  masalah  secara  ilmiah  dan  pengaruh  Penerapan 

teori Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk  menganalisis  

Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora. 

c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan 

dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang 

yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, 

kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010). 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu 

daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli 

daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya 

sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan 

daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat 

dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk 

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986: 199). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil 

kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi 
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anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan 

melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama 

periode anggaran.  

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah 

merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan 

sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang 

merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena 

itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung 

jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan 

asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan 

sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer 

publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial 

dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan 

sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah 

Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah 

Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien. 

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk 

mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah 

tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99). 
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1) Kemampuan struktural organisasinya 

     Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung 

segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung 

jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan 

kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang 

cukup jelas. 

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah 

     Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, 

disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang 

diidam-idamkan oleh daerah. 

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat 

     Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau 

berperan serta kegiatan pembangunan. 

4) Kemampuan Keuangan Daerah. 

     Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan 

pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu 

kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap 

pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 
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b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk 

memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) : 

1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah. 

2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan 

untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230):  

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah.  

2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 

daerah.  

3) Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya.  

4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah.  

5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  

 



13 

 

 

 

c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup 

pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi 

Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi : 

1) Indikator Masukan (Inputs) 

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang 

dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang 

digunakan.   

2) Indikator Proses (Process) 

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi 

kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-

rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan 

jasa.  

3) Indikator Keluaran (Output) 

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. 

Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan 

dalam memproduksi barang atau jasa. 
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4) Indikator Hasil (Outcome) 

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : 

tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas 

para karyawan atau pegawai 

5) Indikator Manfaat (Benefit) 

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat 

dan tingkat partisipasi masyarakat. 

6) Indikator Dampak (Impact)   

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan 

keuangan pokok adalah : 

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam 
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Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan 

Realisasi Anggaran terdiri dari : 

1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah 

ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. 

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori : 

a) Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. 

b) Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari 

penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan 

pada daerah untuk membiyai kebutuhan dananya. 

c) Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang 

dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari 

Pemerintah Pusat. 

2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas 

dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan 

diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 

3 jenis yaitu : 

a) Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak 

secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara 
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langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, 

pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya. 

b) Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya 

dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya 

pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya. 

c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 

3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk 

menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan 

dikelompokan menjadi : 

a) Sumber penerimaan daerah, yaitu : 

- Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu. 

- Penerimaan pinjaman dan obligasi. 

- Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. 

- Transfer dari dana cadangan. 

b) Sumber pengeluaran daerah, yaitu : 

- Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. 

- Penyertaan modal. 

- Transfer ke dana cadangan. 

- Sisa lebih anggaran tahun sekarang.   
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b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.  

c. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan 

juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan 

oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta 

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar.  

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan 

pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan 

pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari 

masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat 

untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola 

keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap 

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007: 231). 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan 

Pemerintah Daerah (Abdul Halim, 2007: 232) adalah : 

1) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 
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2) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

3) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli 

obligasi. 

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja 

Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan 

Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio 

Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. 

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan 

perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total 

Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD 

terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka 

semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD 

dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian 

Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut :  
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 Tabel 1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Skala Interval Derajat Desentralisasi 

Fiskal. % 

Kemampuan Keuangan Daerah 

00,00 – 10,00 Sangat Kurang 

10,01 – 20,00 Kurang 

20,01 – 30,00 Cukup 

30,01 – 40,00 Sedang 

40,01 – 50,00 Baik 

> 50,00 Sangat baik 

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22) 

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

DDF =  x 100% 

Keterangan :  

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal  

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t  

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t 

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 
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dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli 

Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber 

lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan 

pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana 

darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 : 262). Rumus yang digunakan untuk 

menghitung Rasio Kemandirian adalah :  

           RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan 

Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). 

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti 

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern 

semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. 

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah 

menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. 

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah 

(dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:  



21 

 

 

 

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah  

Kemampuan 

Keuangan  

Kemandirian (%) Pola Hubungan  

Rendah Sekali  

Rendah  

Sedang  

Tinggi  

0% - 25%  

25% - 50%  

50% - 75%  

75% - 100%  

Instruktif  

Konsultatif  

Partisipatif  

Delegatif  

          Sumber : Abdul Halim (2007:169). 

(1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih 

dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak 

mampu melaksanakan otonomi daerah). 

(2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat 

sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu 

melaksanakan otonomi daerah. 

(3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai 

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi 

daerah. 

(4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah 

tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 

melaksanakan urusan otonomi daerah. 
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c. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin 

tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah 

daerah. 

Rasio Efektivitas PAD =  x 100% 

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009),  adalah :  

1)  Jika diperoleh  nilai  kurang  dari  100% ( x  < 100%)  berarti tidak 

efektif  

2)  Jika  diperoleh  nilai  sama  dengan  100%  (x  =  100%)  berarti  

efektivitas  berimbang.  

3)  Jika diperoleh nilai  lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.  

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja 

Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan 

pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 

(satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan 

Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. 
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Untuk  itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa 

besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan 

yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan 

pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena 

meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan 

pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu 

kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada 

realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim 2007:234). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah : 

REKD =  x 100% 

 

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efisien 

60%-80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber : Abdul Halim (2007:234) 

e. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja 

Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan 
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untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan 

untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung 

semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236): 

Rasio Belanja Operasi  =  x 100% 

Rasio Belanja Modal =  x 100% 

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja 

Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat 

dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya 

kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang 

ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang 

peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan 

masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang 

relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan di daerah. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dalam skripsinya 

yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 
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ditinjau dari Rasio APBD.  Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time 

Series yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio 

Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti : 

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio. 

Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan 

APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari 

Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik 

apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas 

dan Rasio Efisiensi PAD.  Pemerintah daerah belum bisa menjalankan 

tugasnya secara efektif dan efisen karena masih banyak rasio-rasio yang 

menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar 

dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan 

metode deskriptif kuantitaif. Perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi 

penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten 

Blitar, Jawa Timur sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten 

Blora, Jawa Tengah pada tahun 2013. 

2. Penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni (2008) yang disusun dalam sebuah 

skripsi “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten 

Sragen dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan 
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menggunakan beberapa rasio seperti: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio 

Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan tahun 2002-2006. Kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian tersebut adalah rata-rata kemampuan keuangan 

Kabupaten Sragen masih sangat rendah. Berdasarkan Rasio Kemandirian 

masih tergolong instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten 

Sragen dalam hal memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan 

daerah serta memberikan pelayanan daerah masih sangat rendah dan masih 

tergantung bantuan dari pusat. Begitupun juga berdasarkan rasio lainnya 

yang rata-rata kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen masih sangat 

rendah, kecuali Rasio Pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya ditandai dengan naiknya pajak dan retribusi tiap tahunnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan dalam 

hal metode pengumpulan data dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah 

waktu dan lokasi penelitian diman penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 

di Kabupaten Sragen.     

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) yang disusun dalam 

sebuah skripsi “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Kinerja  

Keuangan  DPPKA  Kabupaten  Klaten  jika  dilihat  dari  Rasio Efektivitas. 

Kinerja  Keuangan  DPPKA  Kabupaten  Klaten  jika  dilihat  dari  Rasio 
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Pajak Daerah  terhadap PAD. Kinerja  Keuangan  DPPKA  Kabupaten  Klaten  

jika  dilihat  dari  Rasio Kemandirian. Perkiraan  Kinerja  Keuangan  melalui  

Analisis  Trend   untuk  Rasio Efektivitas,  Rasio  Pajak  Daerah  terhadap   

PAD,  Rasio   Kemandirian pada DPPKA Kabupaten Klaten pada tahun 2006  

sampai dengan 2010. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Widada menunujukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten dari tahun 2006 

sampai dengan 2010 cenderung tidak stabil. Tingkat kemandirian Kabupaten 

Klaten terhitung sangat rendah dan tingkat ketergantunngan daerah terhadap 

pemerintah pusat baik propinsi maupun pusat masih tinggi. Namun 

berdasarkan Analisis Trend yaitu perkiraan Kinerja Keuangan Kabupaten 

Klaten diperkirakan cenderung baik dan naik dari tahun-tahun sebelumnya 

terutama mengenai Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio 

Kemandirian untuk tahun 2011 dan 2012. Kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di 

mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan 

pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan 

penelitian kepustakaan. 

C. Kerangka Berfikir 

Menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora adalah suatu  

proses  penilaian  mengenai tingkat  kemajuan  pencapaian  pelaksanaan  

pekerjaan/kegiatan  DPPKAD Kabupaten Blora dalam bidang keuangan untuk 

kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam rasio yang digunakan oleh 
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peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora : 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan 

antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah. Rasio 

ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. 

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.  Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan 

propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan 

pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio 

Efektivitas,PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan 

secara optimal.  
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D. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 
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E. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?   

2. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ? 

3. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari 

Rasio Efektivitas PAD ? 

4. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ? 

5. Bagaimana Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari 

Rasio Keserasian ? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang berlokasi 

di Jalan Pemuda no. 16 A, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora, Jawa 

Tengah pada tanggal 7 Januari sampai dengan 19 Februari 2013.  

B. Desain Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian 

deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data 

keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan 

tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja 

Keuangan pada  DPPKAD Kabupaten Blora jika  dilihat  dari Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal,  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas 

PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.   

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah DPPKAD Kabupaten Blora dan Objek 

yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2007-2011. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, 
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kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010). 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu 

hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi 

anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui 

suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan 

mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-

dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan 

menggunakan metode dokumentasi. 

 Metode Dokumentasi ini melakukaan pengumpulan data dari 

DPPKAD Kabupaten Blora   berupa data umum dan data khusus. Data umum 

berupa : 

1. Gambaran umum Kabupaten Blora. 

2. Gambaran umum DPPKAD Kabupaten Blora. 

Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Blora tahun anggaran 2007-2011. 

F. Teknik Analisis 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-

perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan 
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masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang 

akan digunanakan dalam teknik analisis ini adalah: 

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah 

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan 

asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, 

khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil 

penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana 

terlihat dalam sebagai berikut: 

Tabel 4. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. 

%  

Kemampuan Keuangan Daerah  

00,00 – 10,00  Sangat Kurang  

10,01 – 20,00  Kurang  

20,01 – 30,00  Cukup  

30,01 – 40,00  Sedang  

40,01 – 50,00  Baik  

> 50,00  Sangat baik  

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22) 

 

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

DDF =  x 100% 

Keterangan :  

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal  
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PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t  

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t 

2. Rasio Kemandirian  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Formula rasio kemandirian menurut Mahsun (2009) adalah sebagai 

berikut:  

RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

Tabel 5. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah  

Kemampuan Keuangan  Kemandirian (%) Pola Hubungan  

Rendah Sekali  

Rendah  

Sedang  

Tinggi  

0% - 25%  

25% - 50%  

50% - 75%  

75% - 100%  

Instruktif  

Konsultatif  

Partisipatif  

Delegatif  

Sumber : Abdul Halim (2007:169). 

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti 

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern 

semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian 
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Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan 

asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi 

daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin 

tinggi.  

3. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio 

Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. 

Rasio Efektivitas PAD =  x 100% 

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009),  adalah :  

a)  Jika diperoleh  nilai  kurang  dari  100% ( x  < 100%)  berarti tidak 

efektif  

b) Jika  diperoleh  nilai  sama  dengan  100%  (x  =  100%)  berarti 

efektivitas  berimbang.  

c)  Jika diperoleh nilai  lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.  

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah 

dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila 
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rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil 

rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung rasio ini adalah : 

                REKD =  x 100% 

 

 Tabel 6 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

 

Sumber : Abdul Halim (2007:234) 

5. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal 

secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk 

belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk 

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin 

kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Abdul Halim 2007:236): 

Rasio Belanja Operasi =  x 100% 

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efisien 

60%-80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 
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Rasio Belanja Modal =  x 100% 

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi 

maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena 

sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya 

kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang 

ditargetkan.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Umum  

1. Gambaran Umum Kabupaten Blora 

a. Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 

111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. 

Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten 

Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke 

timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km. Secara 

administratif di sebelah utara Kabupaten Blora berbatasan dengan 

Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, di sebelah timur dengan 

Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), di sebelah selatan dengan 

Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) dan di sebelah barat dengan Kabupaten 

Grobogan.  

Luas wilayah Kabupaten Blora adalah, 1.820,59 km2 

(182058,3077) atau sekitar 5,5 persen luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Blora memiliki wilayah dengan ketinggian terendah 30-280 

dpl dan tetinggi 500 dpl. Kabupaten Blora diapit oleh Pegunungan 

Kendeng Utara dan Selatan sengan susunan tanah 56 persen gromosol, 39 
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persen mediteran dan 5 persen aluvial. Kabupaten Blora dengan luas 

wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan 

yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 

25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, 

perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan 

lahan.. Untuk jenis pengairan di Kabupaten Blora, 12 kecamatan telah 

memiliki saluran irigasi teknis, kecuali Kecamatan Jati, Randublatung, 

Kradenan, dan Kecamatan Japah yang masing-masing memiliki saluran 

irigasi setengah teknis dan tradisional. Waduk sebagai sumber pengairan 

baru terdapat di tiga Kecamatan Tunjungan, Blora, dan Todanan di 

samping dam-dam penampungan air di Kecamatan Ngawen, 

Randublatung, Banjarejo, Jati, Jiken.  

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten 

Blora. Pada subsektor kehutanan, Blora adalah salah satu daerah utama 

penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa. Kabupaten Blora juga 

memiliki kandungan minyak bumi yang melimpah, yaitu daerah Blok 

Cepu yang ditemukan cadangan minyak bumi sebanyak 250 juta barel. 

b. Pemerintahan 

Jumlah kecamatan di Kabupaten Blora adalah 16 kecamatan yang 

terdiri 271 desa dan 24 kelurahan. Beberapa kecamatan tersebut antara 

lain : Blora, Todanan, Kunduran, Japah, Ngawen, Tunjungan, Banjarejo, 
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Jepon, Jiken, Sambong, Bogorejo, Cepu, Kedungtuban, Randublatung, 

Kradenan, dan Jati. Keseluruhannya terdiri dari 941 dusun, 1.204 RW dan 

5.429 RT. Enam kecamatan memiliki wilayah kelurahan (Randublatung, 

Cepu, Jepon, Blora, Ngawen, dan Kunduran). Kecamatan Ngawen 

memiliki desa/kelurahan terbanyak (27 desa dan 2 kelurahan) sedangkan 

Kecamatan Sambong dan Kradenan memiliki desa/kelurahan paling 

sedikit masing-masing dengan 10 desa.  

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Blora 

a. Sejarah Singkat 

Sebagaimana diketahui bahwa dengan telah terbitnya PP No. 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dilingkungan 

Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, khususnya Pemerintah Kabupaten 

telah dirumuskan untuk membentuk Lembaga atau Institusi baru. Institusi 

ini dalam bentuk Dinas Daerah dimana posisinya berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Di Blora sendiri telah ditentukan mengenai perumpunan urusan 

pemerintahannya dimana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) huruf 

L dari PP No. 41 Tahun 2007 untuk urusan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah harus berbentuk Dinas, dan sesuai dengan 

Permendagri No 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
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Organisasi Perangkat Daerah, harus disebut Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora. 

Dengan demikian lembaga DPPKAD Kabupaten Blora adalah 

lembaga yang baru pertama kali ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Blora, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Blora, telah berdiri sejak tanggal 19 Nopember 2008. Namun demikian 

secara riil baru melakukan tugasnya pada tanggal 14 Februari 2009, sejak 

serah terima dari lembaga / institusi lama, yang disebut sebagai Dipenda 

(Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Blora. Dengan demikian, maka 

tidak ada kaitan sama sekali antara Dinas yang lama dengan Dinas Daerah 

yang baru. Secara Implisit, DPPKAD merupakan Unit Kerja yang di 

dalamnya mencakup bidang Pekerjaan Pendapatan Daerah, Keuangan 

Daerah, dan Aset Daerah sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tadi. 

b. Visi dan Misi 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPPKAD 

Kabupaten Blora mempunyai Visi dan Misi yang merupakan pemandu 

arah, guna menciptakan persatuan dan kesatuan gerak bersama bagi 

seluruh jajaran personil pada DPPKAD Kabupaten Blora, dalam 

pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi. 
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1) Visi  

 “Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pendayagunaan Aset Yang 

Optimal, Disertai Manajemen Keuangan yang Profesional dan 

Akuntabel akan Memperkuat Otonomi Daerah”  

2) Misi 

Misi yang digunakan dalam merealisasikan Visinya adalah: 

a) Menyelenggarakan / mengupayakan pembinaan manajemen dan 

perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

b) Menyusun proses Penatausahaan Keuangan Daerah dan 

Pendapatan Daerah, serta Aset Daerah. 

c) Mewujudkan iklim yang kondusif dan transparan dalam 

penyelanggaraan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Pendapatan Daerah dan Aset Daerah 

d) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah dibidang Perpajakan maupun Keuangan 

Daerah serta pemanfaatan Aset Daerah 

e) Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi 

terhadap rangkaian proses peningkatan Pendapatan Daerah 

maupun Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pendayagunaan Aset 

Daerah.   
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c. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Blora 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Blora 
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B. Data Khusus 

1. APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2011 

Tabel 7. APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009 (Dalam ribuan Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2007 2008 2009 

A PENDAPATAN 611.148.967 704.762.520 713.980.086 

1 Pendapatan Asli Daerah 30.732.453 45.337.229 50.000.000 

2 Pendapatan Transfer 570.812.802 647.046.390 663.080.088 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

9.603.712 12.338.901 900.000 

B BELANJA 637.081.779 841.776.344 873.450.161 

1 Belanja Operasi 471.425.792 628.457.825,05 790.431.147,8 

2 Belanja Modal 131.884.348 158.503.018,95 81.769.013,2 

3  Belanja Tak Terduga 2.225.413 2.000.000 1.250.000 

4 Transfer 31.546.226 52.817.500 0 

Surplus/Defisit 25.932.812 137.015.824 159.470.075 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora 
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Tabel 8. APBD Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 (Dalam ribuan Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2010 2011 

A PENDAPATAN 818.022.937 987.415.009 

1 Pendapatan Asli Daerah 56.500.000 58.400.000 

2 Pendapatan Transfer 740.569.483 897.032.669 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

20.953.454 31.982.340 

B BELANJA 893.724.954.,74 1.072.010.045,49 

1 Belanja Operasi 772.248.171,49 842.609.486,04 

2 Belanja Modal 119.795.583,25 226.667.369,45 

3  Belanja Tak Terduga 1.681.200 2.733.190 

4 Transfer 0 0 

Surplus/Defisit 75.702.017,74 84.595.036,49 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora 
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2. Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2011 

Tabel 9. Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2007-2009 (Dalam ribuan 

Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2007 2008 2009 

A PENDAPATAN 643.901.838,06 711.701.565,96 722.238.085,65 

1 Pendapatan Asli Daerah 41.620.458,14 50.203.192,75 49.696.650,71 

2 Pendapatan Transfer 592.594.398,47 615.642.427,41 672.541.434,94 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

9.686.981,45 13.835.226,5 

0 

B BELANJA 568.072.452,18 769.142.354,78 804.635.000,32 

1 Belanja Operasi 425.300.060,39 577.494.559,22 733.757.544,27 

2 Belanja Modal 112.130.944,05 141.454.931,62 69.902.568,62 

3  Belanja Tak Terduga 256.978,67 25.500 974.887,44 

4 Transfer 30.384.469,08 50.167.363,94 0 

Surplus/Defisit 75.829.385,88 57.440.787,82 82.396.914,68 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora 
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Tabel 10. Realisasi APBD Kabupaten Blora Tahun 2010-2011 (Dalam ribuan 

Rupiah) 

No. Uraian 

Tahun 

2010 2011 

A PENDAPATAN 809.229.173,42 1.007.775.882,84 

1 Pendapatan Asli Daerah 47.087.584,06 67.021.769,9 

2 Pendapatan Transfer 743.695.142,36 912.112.701,19 

3 

Lain-lain Pendapatan 

Yang sah 

18.446.447 28.641.411,75 

B BELANJA 797.007.475,76 925.821.278,06 

1 Belanja Operasi 743.451.499,46 818.040.151,15 

2 Belanja Modal 53.846.801,3 105.829.479,21 

3  Belanja Tak Terduga 279.175 1.951.647,7 

4 Transfer 0 0 

Surplus/Defisit 12.151.697,67 81.954.604,77 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora 

 

Selanjutnya Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora 

tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Lampiran 3-7 halaman 80-90. 
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C. Analisis Data 

Analisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dalam penelitian 

ini adalah suatu  proses  penilaian  mengenai tingkat  kemajuan  pencapaian  

pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  DPPKAD Kabupaten Blora dalam bidang 

keuangan untuk kurun waktu 2007-2011. Rasio yang digunakan oleh peneliti 

dalam menganalisis kinerja keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada penelitian 

ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio 

Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora yang didapat dari Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Blora. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten 

Blora. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :   

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

DDF =  x 100%  

Keterangan :  

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal  

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t  

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t 
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Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan 

daerah 

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat 

pada tabel 9. di bawah ini : 

Tabel 11. Penghitungan  Rasio DDF DPPKAD Kabupaten Blora Tahun 

Anggaran 2007-2011 

Tahun 

Anggaran 

PAD 

(Rp) 

TPD 

(Rp) 

DDF 

(%) 

Kemampuan 

Keuangan 

2007 41.620.458.144,00 643.901.838.064,00 6,46 Sangat Kurang 

2008 50.203.192.750,00 711.701.566.955,00 7,05 Sangat Kurang 

2009 49.696.650.709,00 722.238.085.646,00 6,88 Sangat Kurang 

2010 47.087.584.059,00 809.229.173.421,00 5,82 Sangat Kurang 

2011 67.022.069.902,00 1.007.776.182.838,00 6,65 Sangat Kurang 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. di atas dapat dilihat 

bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai 

pada tahun 2007 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD 

Kabupaten Blora sebesar 6,46%. Pada tahun 2008 mengalami kenaikan 

menjadi 7,05%, tahun berikutnya terjadi lagi penurunan menjadi 6,88%. 

Terjadi penurunan lagi pada tahun 2010  menjadi 5,82%, namun terjadi 

kenaikan di tahun 2011 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada 

tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan 

DPPKAD Kabupaten Blora masih sangat kurang, karena masih berada dalam 

skala interval 00,00-10,00%.  
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2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

RKKD  = 
Transfer Pendapatan

PAD
x 100% 

 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan 

suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat 

dilihat pada tabel 12. di bawah ini : 

Tabel 12. Penghitungan  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah DPPKAD 

Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011  

Tahun 

Anggaran 

PAD 

(Rp) 

Bantuan Pemerintah 

Pusat atau Provinsi 

dan Pinjaman 

(Rp) 

RKKD 

(%) 

Pola 

Hubungan 

2007 41.620.458.144,00 592.594.398.466,00 7,02 instruktif 

2008 50.203.192.750,00 647.663.147.705,00 7,75 instruktif 

2009 49.696.650.709,00 672.541.434.937,00 7,39 instruktif 

2010 47.087.584.059,00 743.695.142.362,00 6,33 instruktif 

2011 67.022.069.902,00 912.112.701.186,00 7,35 instruktif 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. di atas kemampuan 

keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tergolong masih sangat rendah dan 

pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan 
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pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah 

(daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah 

terjadi pada tahun 2010 dimana nilainya sebesar 6,33% dan nilai tertinggi 

terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 7,75%. Sedangkan tahun tahun lainnya 

yaitu tahun 2007, 2009, dan 2011 masing-masing sebesar : 7,02%, 7,39%, 

dan 7,35%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat 

dan provinsi) masih sangat tinggi. 

3. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas PAD =  x 100% 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio 

efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. 

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 

13. di bawah ini : 
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Tabel 13.  Penghitungan  Rasio Efektivitas PAD DPPKAD Kabupaten Blora 

Tahun Anggaran 2007-2011 
Tahun 

Anggaran 

Anggaran PAD 

(Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

REPAD 

(%) 
Kriteria 

2007 30.732.453.000,00 41.620.458.144,00 135,43 Efektif 

2008 45.377.729.000,00 50.203.192.750,00 110.63 Efektif 

2009 50.000.000.000,00 49.696.650.709,00 99,39 Tidak Efektif 

2010 56.500.000.000,00 47.087.584.059,00 83,34 Tidak Efektif 

2011 58.400.000.000,00 67.022.069.902,00 114,76 Efektif 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah) 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. di atas dapat diketahui bahwa 

Efektivitas Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun 2009 dan 2010 

tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 99,39% 

dan 83,34%. Untuk tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah efektif karena nilai 

yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 135,43%, 110.63%, dan 114,76%.   

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

REKD =  x 100% 

 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. 

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat 

pada tabel 14. di bawah ini : 
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Tabel 14. Penghitungan  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah DPPKAD    

Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2007-2011 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi Belanja 

(Rp) 

Realisasi Pendapata 

(Rp) 

REKD 

(%) 
Kriteria 

2007 568.072.452.180,00 643.901.838.064,00 88,22 Cukup Efisien 

2008 769.142.354.777,00 711.701.566.955,00 108,07 Tidak Efisien 

2009 804.635.000.321,00 722.238.085.646,00 111,41 Tidak Efisien 

2010 797.077.475.755,00 809.229.173.421,00 98,49 Kurang Efisien 

2011 925.821.578.064,00 1.007.776.182.838,00 91,87 Kurang Efisien 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah) 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14. di atas Efisiensi Keuangan 

Daerah DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun 2007 tergolong cukup efisien 

karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi karena realisasi 

pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2008 dan 

2009 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total 

belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2010 dan 2011 

efisiensinya tergolong Kurang Efisien yaitu sebesar 98,49% dan 91,87%. Hal 

ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan 

belanja. 

5. Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

     Rasio Belanja Operasi =  x 100% 

     Rasio Belanja Modal =  x 100% 
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Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal 

secara optimal.  

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 15. 

Dan tabel 16. di bawah ini : 

Tabel 15. Penghitungan  Rasio Keserasian  DPPKAD Kabupaten 

Blora Tahun Anggaran 2007-2011 (Belanja Operasi) 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

Operasi 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Operasi 

(%) 

2007 568.072.452.180,00 425.300.060.386,00 74,87 

2008 769.142.354.777,00 577.494.559.219,00 75,08 

2009 804.635.000.321,00 733.757.544.269,00 91,19 

2010 797.077.475.755,00 743.451.499.455,00 93,27 

2011 925.821.578.064,00 818.040.451.153,00 88,36 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 15. di atas diketahui bahwa 

rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi DPPKAD Kabupaten Blora 

86,93%. Dimulai pada tahun 2007 di mana rasio nya sebesar 74,87% 

meningkat pada tahun 2008 menjadi 75,08%, dan mengalami peningkatan lagi 

menjadi 91,19% pada tahun 2008. Tahun 2010 juga mengalami peningkatan 

menjadi 93,27%, namun pada tahun 2011 terjadi penurunan yaitu menjadi 

88,36%.   
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Tabel 16. Penghitungan  Rasio Keserasian  DPPKAD Kabupaten Blora 

Tahun Anggaran 2007-2011 (Belanja Modal) 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

Modal 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Modal 

(%) 

2007 568.072.452.180,00 112.130.944.050,00 19,74 

2008 769.142.354.777,00 141.454.931.615,00 18,39 

2009 804.635.000.321,00 69.902.568.615,00 8,69 

2010 797.077.475.755,00 53.346.801.300,00 6,69 

2011 925.821.578.064,00 105.829.479.211,00 11,43 

Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Blora (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 16. di atas diketahui bahwa 

rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal DPPKAD Kabupaten Blora 

13,16%. Dimulai pada tahun 2007 dimana rasio nya sebesar 19,74% 

mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 18,39%, dan mengalami 

penurunan lagi menjadi 8,69% pada tahun 2008. Tahun 2010 juga mengalami 

penurunan menjadi 6,69%, namun pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 

11,43%.   

D. Pembahasan 

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Pada Tabel 11. menunjukan bahwa PAD Kabupaten Blora dari tahun 

2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 

2007 PAD Kabupaten Blora sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 

6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu 

menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada 

tahun 2009 PAD Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi Rp 
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49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 

mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% 

dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu 

sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.  

Total pendapatan daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai 

dengan 2011 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2007 total 

pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan 

sebesar 10,53% atau menjadi Rp 711.701.566.955,00 pada tahun 2008. Pada 

tahun 2009 total pendapatan daerah sebesar Rp 722.238.085.646,00 naik 

1,48% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2010 naik 

sebesar 12,04 % atau menjadi Rp 809.229.173.421,00. Pada tahun 2011 juga 

mengalami kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11. dapat dilihat bahwa 

Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 

2007 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora 

sebesar 6,46%, naik menjadi 7,05% pada tahun 2008. Tahun 2009 Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,88%. 

Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 5,82%, namun terjadi 

kenaikan di tahun 2011 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada 

tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan 
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DPPKAD Kabupaten Blora masih Sangat Kurang, karena masih berada dalam 

skala interval 00,00-10,00%.  

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 11. dapat dilihat 

disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun 

pada Pemerintah Kabupaten Blora masih Sangat Kurang karena masih berada 

dalam skala interval 0,00% - 10,00% dan ini berarti  bahwa PAD memiliki 

kemampuan yang Sangat Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal 

ini terjadi karena PAD di Kabupaten Blora masih relatif kecil bila 

dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih 

sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam 

membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Blora. Pemerintah Kabupaten 

Blora dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih 

sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

provinsi setempat. Untuk karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Blora 

diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan 

potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) di Sragen 

dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Sragen tahun 2002-2006 jika 

dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat 

Kurang karena rata-rata rasionya sebesar 9,69%. Hal tersebut kurang lebih 
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hampir sama dengan apa yang terjadi di Kabupaten Blora dimana rata-rata 

kinerja keuangannya sebesar 6,57% dan tergolong Sangat Kurang meskipun 

hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun 

penelitiannya. Menurut Sri Wahyuni permasalahan yang terjadi di Pemerintah 

Kabupaten Sragen adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang 

bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna 

meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap 

bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi 

di Kabupaten Blora dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan 

pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blora dilihat dari Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang. 

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Pada Tabel 12. menunjukan bahwa PAD Kabupaten Blora dari tahun 

2007 sampai dengan 2011 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 

2007 PAD Kabupaten Blora sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 

6,46% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu 

menjadi Rp 50.203.192.750,00 atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada 

tahun 2009 PAD Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi Rp 

49.696.650.709,00 atau sebesar 6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 

mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% 



59 

 

 

 

dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu 

sebesar Rp 67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.  

Berdasarkan perhitungan pada tabel 12. menunjukan bahwa pendapatan 

atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi 

maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 

sebesar Rp 592.594.398.466,00, kemudian pada tahun 2008 mengalami 

kenaikan 9,29% atau sebesar Rp 647.663.147.705,00. Pada tahun 2009 sebesar 

Rp 672.541.434.937,00 atau naik 3,84% dari tahun sebelumnya, kemudian 

mengalami peningkatan sebesar 10,58% atau menjadi Rp 743.695.142.362,00 

pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan sebesar 

22,65% atau menjadi Rp 912.112.701.186,00. Untuk peningkatan pendapatan 

dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana 

perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi 

Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi 

Khusus) pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011, disamping itu juga 

diturunkannya dana perimbangan dari provinsi pada tahun 2010 dan 2011. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 12. kemampuan keuangan 

DPPKAD Kabupaten Blora tergolong masih sangat rendah dan pola 

hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah 

pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 

tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun 
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penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Berawal pada tahun 2007 Rasio 

Kemandirian sebesar 7,02%, kemudian naik menjadi 7,75% pada tahun 2008. 

Pada tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,39% kemudian turun pada 

tahun 2010 sebesar 6,33%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 7,35%. 

Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih 

tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 

25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah 

daerah itu sendiri. 

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Blora 

memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori 

kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan 

pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini 

dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam 

interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan 

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blora dalam membiayai pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantug bantuan dari 

pemerintah pusat. 

Jadi  Kemandirian  Keuangan  DPPKAD Kabupaten Blora  secara  

keseluruhan  dapat  dikatakan  sangat  rendah  sekali,  hal  ini menggambarkan  

bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  ekstern masih 
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sangat  tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai 

pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan 

pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD 

yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Blora sedikit dan belum bisa dapat 

diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 

Selain  itu,  juga  dikarenakan  adanya perbedaan besarnya pinjaman serta  

bantuan dari pusat  dan  total  pendapatan  pada  masing-masing  daerah dan  

realisasi  belanja  pada  masing-masing  daerah. Untuk  mengatasi  hal  

tersebut,  pemerintah  daerah  harus  mampu mengoptimalkan  penerimaan  

dari  potensi  pendapatannya  yang  telah  ada.   Inisiatif  dan  kemauan  

pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  upaya meningkatkan PAD, 

misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) Kinerja 

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2006-2010 jika dilihat dari 

Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Rata-rata rasionya 

sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Blora pada penelitian ini 

dimana rata-rata rasionya sebesar 7,17% dan Kinerja Keuangannya tergolong 

Instruktif. Menurut Sri Widada penyebab terjadinya kinerja keuangan yang 

rendah sekali tersebut hamper sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini 

dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik 

pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang 
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mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.  

3. Rasio Efektivitas PAD 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. menunjukan bahwa anggaran 

PAD Kabupaten Blora selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2007 PAD dianggarkan sebesar Rp 30.732.453.000,00 atau 5,03% dari 

total anggaran pendapatan. Pada tahun 2008 anggaran PAD dinaikan menjadi 

Rp 45.377.729.000,00 atau 6,44% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 

2009 PAD dianggarkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 atau 7% dari total 

anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2010 anggaran PAD dinaikan 

menjadi Rp 56.500.000.000,00 atau 6,91% dari total anggaran pendapatan. 

Pada tahun 2011 anggaran PAD kembali naik menjadi Rp 58.400.000.000,00 

atau 5,91% dari total anggaran pendapatan. 

Realisasi PAD Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 

mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2007 PAD Kabupaten Blora 

sebesar Rp 41.620.458.144,00 atau sebesar 6,46% dari total pendapatan. 

Mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi Rp 50.203.192.750,00 

atau sebesar 7,05% dari total pendapatan. Pada tahun 2009 PAD Kabupaten 

Blora mengalami penurunan menjadi Rp 49.696.650.709,00 atau sebesar 

6,88% dari total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu 

menjadi Rp 47.087.584.059,00 atau sebesar 5,82% dari total pendapatan. 

Kemudian pada tahun 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 
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67.022.069.902,00 atau 6,65% dari total pendapatan.  

Berdasarkan perhitungan pada tabel 13. dapat diketahui bahwa 

Efektivitas PAD Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora pada tahun 2007 

sebesar 135,43%, tahun 2008 sebesar 110,63%, tahun 2009 sebesar 99,39%, 

tahun 2010 sebesar 83,34%, dan tahun 2011 sebesar 114,76. Efektivitas kinerja 

keuangan Kabupaten Blora untuk tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif 

karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2007, 2008, dan 

2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.   

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 13. Efektivitas Kinerja 

Keuangan Kabupaten Blora sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di 

atas 100% yaitu 108,71%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor 

pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. 

Pemerintah Kabupaten Blora juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik 

dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. 

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah 

harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang 

telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam 

upaya peningkatan PAD. Pemerintah Darah harus mencari alternatif-alternatif 

yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan 

hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk 

mencari sumber-sumber bembiayaan baru baik melalui program kerjasama 
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pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, 

misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang 

melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan 

Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Begitupun juga 

dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif. 

Kedua daerah ini  dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal 

merealisasikan PAD yang telah direncanakan. 

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14. diketahui realisasi total 

belanja daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rata-rata 

mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 dimana terjadi penurunan 

belanja daerah. Pada tahun 2007 belanja daerah Kabupaten Blora sebesar Rp 

568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada tahun 2008. 

Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2009 menjadi Rp 

804.635.000.321,00. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan belanja daerah 

menjadi Rp 797.077.475.755,00, naik kembali pada tahun 2011 menjadi Rp 

925.821.578.064,00. 

Total pendapatan daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai 

dengan 2011 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2007 total 

pendapatan daerah sebesar Rp 643.901.838.064,00. Mengalami kenaikan 
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sebesar 10,53% atau menjadi Rp 711.701.566.955,00 pada tahun 2008. Pada 

tahun 2009 total pendapatan daerah sebesar Rp 722.238.085.646,00 naik 

1,48% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2010 naik 

sebesar 12,04 % atau menjadi Rp 809.229.173.421,00. Pada tahun 2011 juga 

mengalami kenaikan sebesar 24,54% atau menjadi Rp 1.007.776.182.838,00.  

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14. juga diketahui bahwa rata-rata 

Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 

sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2007 rasio 

efisiensinya sebesar 88,22%, kemudian tahun 2008 menjadi 108,07%, tahun 

2009 sebesar 111,41%, tahun 2010 sebesar 98,49%, dan tahun 2011 sebesar 

91,87%.  

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Blora yang tergolong 

masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 99,61% diakibatkan karena 

total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya 

terutama pada tahun 2008 dan 2009. Meskipun pada tahun 2008 dan 2009 

tersebut Pemerintah Kabupaten Blora sudah dapat menekan belanjanya 

daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang 

diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja 

daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora 

dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja 

daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Blora dapat 
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meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. 

Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2012) 

di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika dilihat 

dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena rata-ratanya 

sebesar 87,34%. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena Pemerintah 

Kabupaten Bulukumba sudah berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal 

ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana efisiensi 

keuangan Pemerintah Kabupaten Blora Tidak Efisien. 

5. Rasio Keserasian 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 15. dan 16. dapat diketahui bahwa 

realisasi total belanja daerah Kabupaten Blora dari tahun 2007 sampai dengan 

2011 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2010 dimana terjadi 

penurunan belanja daerah. Pada tahun 2007 belanja daerah Kabupaten Blora 

sebesar Rp 568.072.452.180,00, naik menjadi Rp 769.142.354.777,00 pada 

tahun 2008. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2009 menjadi 

Rp 804.635.000.321,00. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan belanja 

daerah menjadi Rp 797.077.475.755,00, naik kembali pada tahun 2011 

menjadi Rp 925.821.578.064,00. 

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja 

Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, 
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Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Bantuan 

Keuangan kepada Vertikal Dalam Negeri selalu terjadi peningkatan dari tahun 

2007 sampai tahun 2011. Masing-masing sebesar : Rp 425.300.060.386,00;  

Rp 577.494.559.219,00; Rp 733.757.544.269,00; Rp 743.451.499.455,00; dan 

Rp 818.040.451.153,00. Sedangkan Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri 

atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan 

Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan 

Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi 

pada tahun 2009 dan 2010 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Dari tabel 15. dan 16. itu juga dapat dilihat bahwa Rasio Belanja 

Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. 

Dimulai pada tahun 2007 Rasio Belanja Operasinya sebesar 74,87% 

mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 75,08%, kemudian naik lagi 

pada tahun 2009 menjadi 91,19%, dan pada tahun 2010 naik menjadi 93,27%. 

Baru pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 88,36%, sehingga rata-

rata rasionya sebesar 84,55%. Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada 

tahun 2007 sebesar 19,74% turun menjadi 18,39% pada tahun 2008. Pada 

tahun 2009 mengalami penurunan kembali menjadi 8,69%, dan turun lagi pada 

tahun 2010 menjadi 6,69%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan kembali menjadi 

11,43% sehingga rata-rata rasionya sebesar 12,99%. 
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Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana 

yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan 

belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan 

dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan 

rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi 

terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai 

untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Blora yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk 

pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan 

daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja 

modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan 

belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah 

Kabupaten Blora kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya 

Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan lebih memperhatikan pelayanan 

kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. 

Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehinga 

dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) dijelaskan 

bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen jika dilihat dari Rasio 

Keserasian masih kurang stabil Karena selalu terjadi kenaikan maupun 

penurunan di tiap-tiap periode. Hal tersebut hamper sama apa yang terjadi 
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pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora 

jika dilihat dari Rasio Keserasian masih tidak stabil.     

E. Jawaban Pertanyaan Penelitian 

1. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 

2007 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora 

sebesar 6,46%, naik menjadi 7,05% pada tahun 2008. Tahun 2009 Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten Blora sebesar 6,88%. 

Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 5,82%, namun terjadi 

kenaikan di tahun 2011 menjadi 6,65%. Meskipun mengalami kenaikan pada 

tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan 

DPPKAD Kabupaten Blora masih sangat kurang, karena masih berada dalam 

skala interval 00,00-10,00%.  

2. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola 

hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah 

pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang 

tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun 

penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Berawal pada tahun 2007 

Rasio Kemandirian sebesar 7,02%, kemudian naik menjadi 7,75% pada tahun 

2008. Pada tahun 2009 Rasio Kemandirian sebesar 7,39% kemudian turun 
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pada tahun 2010 sebesar 6,33%. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan menjadi 

7,35%. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih 

tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% 

- 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah 

daerah itu sendiri. 

3. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD 

Kabupaten Blora pada tahun tahun 2007 sebesar 135,43%, tahun 2008 sebesar 

110,63%, tahun 2009 sebesar 99,39%, tahun 2010 sebesar 83,34%, dan tahun 

2011 sebesar 114,76. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora untuk 

tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih 

dibawah 100% . Untuk tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai 

yang diperoleh sudah lebih dari 100%.   

4. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisinesi 

Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah 

Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat 

dikatakan Kurang Efisien. Pada tahun 2007 rasio efisiensinya sebesar 88,22%, 

kemudian tahun 2008 menajadi 108,07%, tahun 2009 sebesar 111,41%, tahun 

2010 sebesar 98,49%, dan tahun 2011 sebesar 91,87%.  

5. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Dimulai pada tahun 2007 
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Rasio Belanja Operasinya sebesar 74,87% mengalami kenaikan pada tahun 

2008 menjadi 75,08%, kemudian naik lagi pada tahun 2009 menjadi 91,19%, 

dan pada tahun 2010 naik menjadi 93,27%. Baru pada tahun 2011 mengalami 

penurunan menjadi 88,36%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 84,55%. 

Sedangkan pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2007 sebesar 19,74% turun 

menjadi 18,39% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 mengalami penurunan 

kembali menjadi 8,69%, dan turun lagi pada tahun 2010 menjadi 6,69%. 

Sedangkan pada tahun 2011 terjadi kenaikan kembali menjadi 11,43% 

sehingga rata-rata rasionya sebesar 12,99%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena 

masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Berturut-turut dari 

tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 6,46%; 

7,05%; 6,88%; 5,82%; dan 6,65%.  

2. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola 

hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong 

dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 

2011 rasionya masing-masing sebesar: 7,02%; 7,75%; 7,39%; 6,33%; dan 

7,35%.  

3. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD 

Kabupaten Blora tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena 

efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. 

Tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh 

sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 135,43%; 110,63%; dan 114,76%.    
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4. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Efisinesi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan 

daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% 

atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai 

dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 88,22%; 108,07%; 

111,41%; 98,49%; dan 91,87%.  

5. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio 

Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja 

operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada 

pada kisaran 74,87%-93,27%, rata-rata sebesar 84,55%,  hal ini disebabkan 

oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri 

sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran 

6,69%-19,74%, rata-rata sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan 

Pemerintah Kabupaten Blora masih kurang memperhatikan pembangunan 

daerah.  

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari 

potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah 

Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan 

PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan 

secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan 

pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk 
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mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh 

aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-

alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan 

pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat 

pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan 

baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta 

dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor 

potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi 

ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama 

diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada 

Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi 

sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada 

penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan 

pada salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten 

Blora. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup 

yang lebih luas dari penelitian ini.  
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